
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawabKeuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
4286) 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan 
Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Temanggung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate.. 
Temanggung; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEMANGGUNG, 

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

TENT ANG' 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR ' TAHlJ~ 2018 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5104); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Angggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2017 Nomor 22); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir -denganTlndang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 
5234); 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. 
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Ketua DPRD adalah unsur Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah 
negara dan perlengkapannya. 

5. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

6. Belanja Rumah Tangga adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang 
diberikan untuk Pimpinan yang menggunakan fasilitas rumah negara dan 
perlengkapannya. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN 
PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2017 
tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung (Berita 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 88); 

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Angggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 123); 

15. Peraturan Bupati Ternanggurrg Nomor 127 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Angggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2017 Nomor 127); 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 5 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal o .:; a1~1 ari 2"'1,.. 

I AMBANG SUK.ARNO 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 8 Januari 2018 SEK DA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Pimpinan DPRD dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pimpinan 
(DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 3 

Pasal 2 

(1) Anggaran Belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada 
Ketua DPRD. 

(2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 
214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan 
permcian: 
a. Belanja langsung untuk belanja rumah tangga sebesar Rp. 180.000.000, 

(seratus delapan puluh juta rupiah) , 
b. Belanja langsung untuk pembantu rumah tangga sebesar Rp. 

34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) . 

BAB II 

ANGGARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD 


